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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai bagian akhir dari hasil penelitian ini akan dikemukakan kesimpulan 

dan saran yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran kepada 

pihak-pihak yang berkepentingn. 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab 

terdahulu dan dengan pengujian–pengujian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

.1 Terdapat perbedaan dalam kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi 

sebelum dan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008. Perubahan yang 

terjadi menunjukkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi 

setelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. 

.2 Tidak terdapat perbedaan pada kepatuhan formal wajib pajak badan sebelum 

dan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008. Kepatuhan formal wajib pajak 

badan identik atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

sebelum pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. 

 

 



52 

 

 

.3 Terdapat perbedaan dalam kepatuhan material wajib pajak orang pribadi 

sebelum dan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008. Perubahan yang 

terjadi menunjukkan peningkatan kepatuhan material wajib pajak orang 

pribadi setelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. 

.4 Tdak terdapat perbedaan kepatuhan material wajib pajak badan sebelum dan 

aetelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. Kepatuhan material wajib pajak 

badan identik atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

sebelum pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008.  

Data penelitian menunjukkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi 

meningkat dari 0,60 pada tahun pajak 2007 menjadi 0,80 pada tahun pajak 2009 atau 

mengalami peningkatan sebesar 0,20. Untuk kepatuhan material wajib pajak orang 

pribadi meningkat dari 0,50 pada tahun pajak 2007 menjadi 0,77 atau meningkat 

sebesar 0,27. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Joulfaian dan Raider 

(1998), Fisman dan Jin Wei (2001) dan Lina (Nurmantu, 2005) yang dikutip oleh 

Kustiono (2010). Dalam penelitian mereka menyatakan wajib pajak yang menghadapi 

tarif pajak yang tinggi akan cenderung kurang patuh dibandingkan dengan wajib 

pajak yang menghadapi tarif pajak yang lebih rendah. 

Untuk kepatuham wajib pajak badan, data penelitian menunjukkan untuk 

kepatuhan formal wajib pajak badan mengalami penurunan dari 0,54 pada tahun 
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pajak 2007 menjadi 0,50 pada tahun pajak 2009 atau turun sebesar 0,04, sedangkan 

untuk kepatuhan material wajib pajak badan mengalami peningkatan dari 0,28 pada 

tahun pajak 2007 menjadi 0,29 pada tahun pajak 2009 atau meningkat 0,01. 

Perubahan kepatuhan wajib pajak badan (penurunan kepatuhan formal dan 

peningkatan kepatuhan material) yang terjadi, secara statistik perubahan tersebut 

tidak signifikan, sehingga kesimpulan yang diambil adalah tingkat kepatuhan wajib 

pajak badan setelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008 identik atau tidak 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan UU No. 36 

Tahun 2008. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain yaitu, persepsi wajib 

pajak badan yang menganggap tarif tunggal PPh Badan lebih memberatkan mereka 

dalam pembayaran pajak, wajib pajak badan yang belum memahami secara 

menyeluruh mengenai perubahan PPh yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan 

kurangnya sosialisai UU No. 36 Tahun 2008 yang dilakukan pihak fiskus kepada 

wajib pajak badan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih 

terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Hal tersebut antara 

lain disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitan yaitu: 
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1) Kanwil DJP D. I. Yogyakarta merupakan Kanwil baru yang baru berdiri pada 

akhir tahun 2007, sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak 

terlalu banyak untuk dapat diperbandingkan. 

2) Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder dan 

bersumber dari pihak fiskus sebagai bahan dalam analisis datanya. Hal ini 

mungkin akan lebih akurat jika data yang digunakan tidak hanya dari pihak 

fiskus saja, namun juga menggunakan data yang bersumber dari wajib pajak 

itu sendiri yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

5.3 Saran 

1) Dimungkinkan untuk dapat menambah jumlah data yang diperbandingkan untuk 

penelitian berikutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka data yang diperoleh 

dapat lebih banyak. 

2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan sesudah 

pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008 identik atau tidak mengalami peningkatan 

dibandingkan sebelum pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. Untuk kedepannya 

diharapkan pemerintah lebih giat dalam mensosialisasikan isi yang terdapat dalam 

UU No. 36 Tahun 2008, sehingga tidak terjadi salah pemahaman pada diri wajib 

pajak badan mengenai perubahan tarif tunggal PPh Badan. 
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